ABSTRAK

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui apakah Surat Kuasa
Menjual di Perkara dalam Putusan Nomor 186/Pdt/2015/PT Smg dapat dibatalkan
secara sepihak, dan untuk mengetahui akibat hukum apabila Surat Kuasa Menjual
dalam perkara ini dibatalkan secara sepihak, baik akibat hukum terhadap hutang
piutang dan obyek jaminannya. Latar belakang penulisan hukum ini didasarkan pada
alasan bahwa pemberian kuasa merupakan perbuatan yang mendasar dan penting
dalam proses hubungan hukum, maupun bukan hubungan hukum. Namun, seiring
berkembangnya zaman, banyak muncul permasalahan yang berkaitan dengan
pemberian kuasa ini.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini yaitu metode
pendekatan yuridis normatif, yang merupakan penelitian kepustakaan terhadap data
sekunder dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yakni dengan memberikan
deskripsi atau penjelasan terhadap hasil penelitian mengenai pembatalan surat kuasa
menjual secara sepihak dalam hutang piutang. Metode pengumpulan data sekunder
dalam penulisan hukum ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan, dan penulisan
hukum ini menggunakan metode analisis data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang kemudian dicantumkan dalam penulisan
hukum ini, penulis berpendapat setelah menganalisis Surat Kuasa Menjual No0.03
dengan mengacu pada Pasal 1320 KUH Perdata dan Permendagri Nomor 14 Tahun
1982 Tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak Sebagai Pemindahan Hak Atas
Tanah diketahui bahwa dibuatnya Surat Kuasa Menjual No.03 sah secara hukum dan
juga tidak ada penyimpangan terhadap Pasal 1813 jo. Pasal 1814 KUH Perdata
sehinga Surat Kuasa Menjual No0.03 dapat dibatalkan secara sepihak. Kemudian
akibat hukum terhadap hutang piutangnya adalah sah sejak awal karena itu adalah
hutang piutang biasa, bukan cessie karena tidak ada pengalihan piutang. Sehingga
hutang harus dilunasi oleh Debitur. Dengan adanya putusan pengadilan yang hanya
membatalkan Surat Kuasa Menjual No.03 maka terhadap putusan pengadilan tersebut
tidak dapat digunakan oleh Debitur untuk menarik Sertipikat Hak Milik dari
Notaris/PPAT dengan kata lain, putusan pengadilan tersebut bersifat non executable.
Artinya, obyek jaminan statusnya masih status quo. Maksudnya adalah obyek
sengketa posisinya tetap seperti sebelum ada gugatan unu. Karena pengadilan hanya
mengabulkan apa yang diminta dalam petitum gugatan.
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